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Abstract

The large number of people who are involved in drug cases and the increasing number of
crimes requires serious attention and a shared commitment to prevent and eliminate them.
One of the efforts to overcome nar cotics abuse, among others, isto use criminal sanctions
in the form of imprisonment. In fact, imprisonment for narcotics users is not effective
enough, it is proven that the number of narcotics usersisincreasing. According to Suriadi
Gunawan, laws and regulations that criminalize narcotics addicts need to be reviewed
because they are unrealistic, for example, by criminalizing addictsit is proven that they do
not reduce narcotics cases. In Indonesia, there are currently around 1.5 million narcotics
users, which if prosecuted, the prisons will be full, even though the number of cases has
not decreased.
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Abstrak

Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya kejahatan
tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk mencegah dan
menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, antara
lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada
kenyataannya, sanksi pidana penjarabagi pengguna narkotikatidak cukup efektif, terbukti
jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi Gunawan, peraturan
perundangan yang mengkriminalisasi pecandu narkotika perlu ditinjau kembali karena
tidak realistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan pecandu terbukti tidak
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menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5 juta pengguna
narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah kasus tidak
menurun.

Kata kunci: kejahatan, narkotika, pidana

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sampai saat ini, kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan global dan telah
menjadi kejahatan lintas negara (transnational crime). Dan aparat hukum di banyak negara
beranggapan, untuk memberantas peredaran narkoba sangatlah sulit. Salah satu penyebab
utamanya adalah karena peredaran narkoba dijalankan oleh kejahatan terorganisir
(organized crime) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations)
yang telah mendunia.

Kejahatan narkotika sebagai kejahatan lintas negara telah mengancam eksistens
ketahanan dan keamanan semua bangsa. Patut diduga bahwa kejahatan narkoba
(peredaran narkoba) telah didanai oleh kejahatan terorganisir yang bersifat internasional
dengan dukungan dana besar, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan
teknologi yang sangat maju. Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar itu telah
menyeret semua bangsa ke dalam berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi dan
pertahanan dan keamanan yang berpotensi menghambat 1aju pembangunan bangsa.

Narkotikaatau obat terlarang (narkoba) padasaat ini tidak |agi beredar secaragelap di kota-
kotabesar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ketingkat kecamatan
dandesa-desa. Penggunanyatidak sgjamerekayang mempunyal uang, tetapi jugatelah merambah di
kalangan ekonomi menengahkebawah. Begitujugaorangyangmengkonsumsinyabukan sgjaremaja,
tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan orang yang sudahtua.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat
pesat, baik dari jumlah sitaan barang bukti maupun jumlah tersangka. Hasi| sitaan barang
bukti, misalkan ekstasi meningkat dari 90.523 butir (2001) menjadi 1,3 juta butir (2006),
Sabu dari 48,8 kg (2001) menjadi 1.241,2 kg (2006). Jumlah tersangka meningkat dari
4.924 orang tahun 2001 menjadi 31.635 orang tahun 2006. Angka-angka yang dilaporkan
ini hanya puncak gunung es dari masalah narkoba yang jauh lebih besar (Laporan Survey
Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, 2008).*

K gjahatan narkoba menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan generasi. Hal ini
mengingat sangat banyaknya orang yang terlibat. Di samping itu, kejahatan narkoba
setigp tahun mengalami peningkatan. Data BNN menunjukkan kejahatan narkoba
terus meningkat tiap tahun, dimana DKI Jakarta menjadi daerah yang paling rawan
kejahatan narkoba. Pada akhir 2010, Wakil Kepala Divisi (Wakadiv) Humas Polri,
Brigjen Untung menyatakan kasus narkoba naik 65 persen dibanding tahun 2009 yang
berjumlah 9.661 kasus. Kasus narkoba jenis sabu-sabu meningkat signifikan dari 9.661
kasus di tahun 2009 menjadi 16.948 kasus di 2010 atau meningkat 75,4 persen. Sementara
untuk jenis heroin, barang bukti yang berhasil disita meningkat dari 11,024 kg di tahun
2009, menjadi 23,773 kg di 2010, artinya meningkat 115 persen. Sepanjang tahun 2010,

1 “Badai: Prihatin Banyak Artis Terlibat Narkoba”, http://www.investor.co.id/home/badai-prihatinbanyak-artis-terlibat-

narkoba/8542
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Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menyita 18 ton daun ganja,
23 kg heroin, 281 kg sabu-sabu dan 369 ribu tablet ekstasi dengan nilai Rp. 892 miliar.?
Banyaknya orang yang terlibat dalam kasus narkoba dan terus meningkatnya

kejahatan tersebut memerlukan perhatian yang serius dan komitmen bersama untuk
mencegah dan menghapusnya. Salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan
narkotika, antara lain dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana
penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkotika tidak cukup
efektif, terbukti jumlah pengguna narkotika semakin meningkat. Menurut Suriadi
Gunawan, peraturan perundangan yang mengkriminalisas pecandu narkotika perlu
ditinjau kembali karena tidak readlistis, contohnya, dengan mengkriminalisasikan
pecandu terbukti tidak menurunkan kasus narkotika. Di Indonesia saat ini ada sekitar 1,5
juta pengguna narkotika, yang jika diproses hukum, penjara akan penuh, padahal jumlah
kasus tidak menurun.

Oleh karena hal tersebut penulis tergugah untuk membahas tentang pelindungan
hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pertanggung jawaban pidana
pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkotika dalam
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?
2. Apakah ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan ?

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat memengaruhi kondis kejiwaan
psikologiseseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan
ketergantungansecara fisik dan psikologi. Menurut UU RI No. 35/2009, Narkotika adalah
zat atau obat yang berasaldari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun
semisintesisyang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasamengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.®

B. Double Track System dalam Pengaturan pemidanaan

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanks dalam
hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenissanksi tindakan di
pihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidanabersumber pada
ide dasar: “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari
ide dasar: “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana
sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih
bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.*

2 Kejahatan Narkoba”, http://www.psb-psma.org/content/blog/3531-kejahatan-narkoba,

3 Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama,
September 2003, hal. 5

4 1bid hal. 53
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Fokus sanks pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan
seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus
sanksi tindakan |ebih terarah pada upayamemberi pertolongan pada pel aku agar ia berubah.
Jelaslah, bahwa sanks pidana lebih menekankan unsur pembalasan. la merupakan
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanks
tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau
perawatan si pelaku. Seperti dikatakan J.E. Jonkers, sanks pidana dititikberatkan pada
pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan
mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

C. Teori Tujuan Pemidanaan

Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Tahun 2010, tujuan pemidanaan, dirumuskan sebagai berikut:®
a. Pemidanaan bertujuan:
1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegak kan norma
hukum demi pengayoman masyarakat;
2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehinggamenjadi orang
yang baik dan berguna;
3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidanamemulihkan
keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendah kan
martabat manusia.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam
dua kelompok teori,® yaitu:
a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergel ding theorieen)
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est). Pidana
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada
orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana
terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen)
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.
Pembalasan itu sendiri tidak mempunya nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk
melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuantujuan tertentu yang bermanfaat.

D. Teori Keadilan
Menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Suteki dan Galang Taufani, keadilan
adalah di luar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan

5 Pasal 54 Rancangan KUHP Nasional Tahun 2010, Departemen Hukum dan HAM, 2010
6 Muladi dan Barda Nawawi A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1992, hal.
10-16.
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daam masyarakat. Masyarakat memiliki elemen-elemen prinsipa yang harus
dipertahankan, yaitu:’

1. Pemilahan kelas-kelas yang tegas, misalnyakelas penguasa yang diisi oleh para
penggembala dan anjing penjaga harus dipisahkan secara tegas dengan domba
manusia;

2. ldentifikas takdir negara dengan takdir kelas penguasanya; perhatian khusus
terhadap kelas ini dan persatuannya; dan kepatuhan pada persatuannya, aturan-
aturan yang rigid bagi pemeliharaan dan pendidikan kelas ini, dan pengawasan
yang ketat serta kolektivisas kepentingan-kepentingan anggotanya.

Dari elemen-elemen prinsipal ini, elemen-elemen lainnya dapat diturunkan,
misalnya:®

1. Kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal seperti keuntungan dan
latihan militer, dan hak memiliki senjata dan menerima semua bentuk
pendidikan, tetapi kelas penguasaini tidak diperkenankan berpartisipasi dalam
aktivitas perekonomian, terutama dalam usaha mencari penghasilan.

2. Harus ada sensor terhadap semua aktivitas intelektual kelas penguasa, dan
propaganda terus-menerus yang bertujuan untuk menyeragamkan pikiran-
pikiran mereka. Semua inovas dalam pendidikan, peraturan, dan agama harus
dicegah atau ditekan.

3. Negara harus bersifat mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada
autarki ekonomi, jikatidak demikian, para penguasa akan bergantung pada para
pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif
pertama melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternative kedua akan
melemahkan persatuan kelas penguasa dan stabilitas negaranya.

Untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya,
dombamenjadi domba, penggembalamenjadi penggembala. Tugasini adalah tugas negara
untuk menghentikan perubahan. Dengan demikian keadilan bukan mengenai hubungan
antara individu melainkan hubungan individu dan negara Bagaimana individu melayani
negara. Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebaga kualitas atau
fungsi makhluk super manusia, yang sifainya tidak dapat diamati oleh manusia
Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunialain, di luar pengalaman
manusia; dan akal manusiayang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang
tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “distributive” dengan
keadilan ““korektif”” atau “remedial”” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan
teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan distributive mengacu kepada pembagian
barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan
perlakuan yang sama terhadap kesedergjatan dihadapan hukum (equality before the

7 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98-102.

8 Ibid hal 98-102



ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
DAN TUJUAN PEMIDANAAN

law). Dalam Ethica Niconzachea, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-
pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik
dalam polis. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distribuitif,
pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaks antara
pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: Pertama, harus
ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan kedua, harus terjadi
kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang
digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan
dengan sebuah rumah (atau dengan sgumlah makanan) dengan demikian harus setara
dengan raso seorang pembangun rumah terhadap seorang  pembuat
sepatu. Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan uangkapan “ untuk hal-hal yang
sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara
proporsional” (justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in
proportion to their inequality”.

Selanjutnya keadilan menurut John Rawlsbahwa keadilan pada dasarnya

merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari
kesgjahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut,
makarasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip
kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang
diperoleh oleh anggota masyarakatnya.
Kesamaan dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hikum harus
menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap
memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposiond sesuai dengan haknya
serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan
dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai
bentuk tanggung jawabnya. Oleh karena itu ada 2 (dua) tujuan dari teori keadilan yang
dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:®

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang
mendasari dan menerangkan berbagal keputusan moral yang sungguh-sungguh
dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan
dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat
dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang
sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluas moral yang kita buat secara
refleksif.

2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas
teori Rawls memaksudkannya “rata-rata” (average utilitarianisme). Maksudnya
adalah bahwa institus sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk
memaksimalisas keuntungan dan kegunaan. Sedang, utilitarianisme rata-rata
memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan
untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata per kapita Untuk kedua versi
utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau
keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan.°

9 Ibid hal 98-102
10 Ibid hal 98-102
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Dua prinsip keadilan John Rawlsyang merupakan solusi bagi problem utama
keadilan yaitu: Pertama, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of
greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup, yaitu: (a) kebebasan untuk berperan serta
dalam kehidupan politik (hak-hak bersuara, hak mencalonkain diri dalam pemilihan); (b)
kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers); (c) kebebasan berkeyakinan (termasuk
keyakinan beragama); (d) kebebasan menjadi diri sendiri (person); dan (e) hak untuk
mempertahankan milik pribadi. Prinsip keduanya terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip
peerbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas
kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adala
perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar
bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam
prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan
unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang
beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang
mempunyai peluang untuk mencapal prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas

M etodologi Penelitian

Metodol ogi merupakan tata cara tentang bagai mana menemukan atau memperoleh
atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu
karyailmiah tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karenahal ini merupakan faktor
sangat penting supaya analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar.
Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah
tersebut dapat dipertanggungjawabkan secarailmiah.

Penelitian untuk penulisan karya ilmiah ini menggunakan tipe penelitian yuridis
normatif (legal research). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara
mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-
peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan perundang-undangan
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)

PEMBAHASAN
A. Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pengguna narkotika dalam UU No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai
kejahatan di bidang narkotikayang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika
Golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun; Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan |1 bagi diri sendiri dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan
[11 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Penggunaan istilah “Pengguna Narkotika” digunakan untuk memudahkan dalam

11 Peter Mahmud Marzuki, 2016. Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), him. 33.
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penyebutan bagi orang yang menggunakan narkotika dan untuk membedakan dengan
penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkotika.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari
sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem
pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang
dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa
kriminalisas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika. Perkembangan yang ada di dunia saat ini menunjukkan terjadinya
kecenderungan perubahan kuat dalam memandang para pengguna narkotika yang tidak
lagi dilihat sebagai pelaku kriminal, namun sebaga korban atau pasien yang harus
diberi empati. Apabila seorang pecandu narkotika telah divonis bersalah oleh hakim atas
tindak pidana narkotikayang dilakukannya, untuk memberikan kesempatan kepada yang
bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitu
pula, apabila pecandu narkotika tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak
pidana narkotika, dalam arti hanya sebagai pengguna narkotika yang termakan bujukan,
hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 dan
Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

1) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan
tindak pidana narkotika; atau

2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika.

b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pasal 103

a.Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

1) memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani 1)

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut
terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

2) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.

b.Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
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Selanjutnya, di dalam Undang-Undang baru tentang Narkotika yaitu UU No. 35
Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur di
dalam Pasal 127:

Pasal 127

a. Setiap Penyalah Guna:

1)Narkotika golongan | bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun;

2) Narkotika golongan Il bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2
(dua) tahun; dan

3)Narkotika golongan I11 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun .

b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib
memperhatikan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
c. Daam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan
atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib
menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai self
victimizing victims adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara,
sedangkan sanks tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban
adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk
faslitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan
dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

B. kesesuaian antar a ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang
Nar kotika dengan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan

Memperhatikan rumusan sanksi dalam UU di atas, maka dapat dikatakan bahwa
perumusan sanks terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotikamengacu padadouble
track system, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkotika adalah
sebagai self victimizing victims yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap
menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak
pidana’kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika
yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu
narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap
dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam
perumusan sanks terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotikaadalah paling tepat.

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan
narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuanketentuan
yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan
narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat  pelaku
penyalahgunaan narkotika memiliki posis yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak
pidanalainnya. Di satu sisi iamerupakan pelaku tindak pidanayang harus dihukum, namun
di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga
perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanks terhadap pecandu
narkotika, apakah akan diterapkan sanks pidana atau sanksi tindakan, penentuannya
berada di tangan hakim.
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Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepadapengguna

narkotika untuk melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009
ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Di samping itu, karena keterbatasan
tenaga pendamping atau konselor jumlah pecandu narkotika yang terjangkau program
rehabilitas terbatas. Ketua Dewan Sertifikas Konselor Adiksi Indonesia Benny Ardjil
mengatakan, dari total sekitar 3,6 juta pecandu narkoba, hanya 10 persen yang terjangkau
program terapi dan rehabilitasi.
Hal ini membuat lembaga pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitas karena banyaknya
pelaku pengguna narkotika yang diberi sanksi pidana. Kelebihan kapasitas hunian ini
menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan
perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak
kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan
kepada narapidana.

Penjatuhan sanks pidana terhadap pengguna narkotika juga bertentangan dengan
teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan, karena pada hakikatnya seorang pengguna
narkotika adalah korban dari pelaku kegjahatan yang telah menanam, memproduks,
menjual, menyalurkan, dan mengedarkan narkotika.

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyal ahgunaan narkotikamengacu pada
double track system, karena berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu
narkotika adalah sebagai self victimizing victimsyaitu korban sebagai pelaku,
victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban,
meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh
karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk
mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotikajuga sebagai pelaku
suatu tindak pidana/kejahatan makaiajuga harus tetap dihukum, oleh karena hal
inilah maka dikatakan bahwa double track system dalam perumusan sanksi
terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.

b. Datayang disampaikan oleh Ketua Dewan Sertifikasi Konselor Adiksi Indonesia
Benny Ardjil menyebutkan bahwalembaga pemasyarakatan mengalami kelebihan
kapasitas karena banyaknya pelaku pengguna narkotika yang diberi sanksi pidana.
Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan
kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit,
penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan
yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana. Selain
daripada itu Penjatuhan sanks pidana terhadap pengguna narkotika juga
bertentangan dengan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan, karena pada
hakikatnya seorang pengguna narkotika adalah korban dari pelaku kejahatan yang
telah menanam, memproduksi, menjual, menyal urkan, dan mengedarkan narkotika.

c. Penggunaan double track system dalam UU No. 35 Tahun 2009 tidak berjalan
efektif, sebaiknya pada pengguna narkotika cukup dilakuakan pengobatan atau
rehabilitas medis dan rehabilitasi sosial.
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